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ABSTRAK

CEDAW (Convention on Elimination of All Forms of Discriminations against
Women) adalah perjanjian internasional untuk mengeliminasi diskriminasi
terhadap perempuan. Jepang meratifikasi CEDAW pada tahun 1985 dan
kemudian mengimplementasikannya untuk menghapus diskriminasi terhadap
perempuan. Salah satu upayanya adalah melibatkan lebih banyak perempuan di
dalam tenaga kerja yang kemudian tertuang pada kebijakan Perdana Menteri
Shinzo Abe yang disebut dengan “Womenomics”. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengidentifikasi bagaimana implementasi CEDAW pada
pemerintahan Shinzo Abe dilihat dari kebijakannya yaitu Womenomics.
Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan konsep Implementasi Rezim

Nasional menggunakan model implementasi dari Andresen, yaitu ratifikasi,
transformasi komitmen internasional menjadi legislasi nasional, pelaksanaan

program nasional melalui sistem administrasi hubungan antara regulator dan
kelompok sasaran serta tanggapan kelompok sasaran, dan konsekuesinya. Metode
penelitian yang digunakan adalah Kualitatif-Deskriptif. Sumber data yang
dikumpulkan penulis merupakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa kebijakan Womenomics sudah terlaksana dengan cukup baik dan selaras
dengan konvensi CEDAW yang berfokus dalam menghapuskan diskriminasi
terhadap perempuan, khususnya pada bidang politik dan ekonomi.

Kata Kunci: Implementasi, Jepang, CEDAW, Rezim Internasional,
Womenomics, Shinzo Abe.
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ABSTRACT

CEDAW (Convention on Elimination of All Forms of Discriminations against
Women) is a international agreement to eliminate discrimination against women.
Japan Ratified CEDAW in 1985 and later implemented it to eliminate
discrimination against women. One of them is to involve more women in the
workforce which is then applied in Prime Minister Shinzo Abe’s policy called
“Womenomics”. The purpose of this study is to identify how the implementation
of CEDAW in Shinzo Abe’s government is seen from his policy, namely
Womenomics. This study was analyzed using the concept of International Regime
Implementation using Andresen’s implementation model, namely ratification,
transformation of international commitments to national legislation,
implementation of national program through and administrative system of
relations between regulators and target group as well as target groups response
and the consequences. The research method used in this research is Qualitative-
Descriptive. Source of data collected by the author is secondary data. The result
showed that the Womenomics policy has been implemented well and is in line
with the CEDAW convention which eliminates discrimination against women,
especially in the political and economic fields.

Key Words: Implementation, Japan, CEDAW, International Regime, Shinzo
Abe ;
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Jepang adalah salah satu negara yang masuk ke dalam kategori negara
maju di Asia. Menurut OECD Better Life Index, Jepang menempati urutan
teratas dalam keamanan pribadi, dimana Jepang menduduki peringkat di atas
rata-rata OECD dalam pendapatan dan kekayaan, pendidikan dan
keterampilan, pekerjaan dan pendapatan, keamanan personal, dan kualitas
lingkungan hidup. Walaupun demikian masih menurut OECD Better Life
Index, Jepang menduduki peringkat di bawah rata-rata dalam hal perumahan,
koneksi sosial, keterlibatan sipil, keseimbangan pekerjaan dan kehidupan
serta status kesehatan.

Meskipun Jepang memiliki rata-rata kualitas hidup yang sangat baik,
Jepang menghadapi masalah lain yaitu ketidaksetaraan gender. Menurut
Laporan Kesenjangan Gender Global (World Gender Gap Forum), Jepang
menempati posisi 111 dari 144 negara (World Economic Forum, 2016) pada
tahun 2016, jauh di bawah Indonesia yang menempati posisi 88. Pada tahun
2018 posisi ini sedikit membaik dengan menduduki posisi 110 di dunia.
Jepang pun juga menduduki posisi yang rendah dalam partisipasi perempuan
di bidang politik dan ekonomi yakni 125 dan 117 pada tahun 2018 (World

Economic Forum, 2018).

Bila ditilik lebih lanjut, ketidaksetaraan gender ini tidak bisa lepas dari

budaya patriarki yang sangat mendominasi di Jepang. Budaya patriarki ini



merupakan salah satu pengaruh dari ideology konsep perempuan idela yang
mulai diperkenalkan pada zaman Meiji, yang dikenal dengan Ryosai Kenbo
yang memiliki arti “ibu yang baik dan istri yang bijaksana”. Konsep yang
bertujuan untuk mempromosikan peran perempuan untuk menikah,
membesarkan anak dan mengurus rumah tangga.

Budaya ini begitu melekat pada masyarakat Jepang, hingga tidak
hanya tercermin dari perilaku sehari-hari melainkan mendominasi sistem
budaya organisasi. Pada korporasi, budaya ini tercermin dari segregasi atau
pempedaan gender pada pekerja. Salah satu contohnya adalah kebijakan
mengenai jam kerja perempuan beserta praktiknya, ketersediaan parental
leave untuk pegawai laki-laki, mempengaruhi konteks struktural
ketidaksetaraan yang terjadi (North, 2009). Perempuan juga dibatasi dalam
partisipasinya dalam ketenagaan kerja formal yang dipengaruhi oleh
kecenderungan perempuan yang dipaksa oleh keadaan untuk mundur dari
pekerjaannya setelah menikah dan memiliki anak. Hal ini membuat
perempuan sulit untuk memiliki karir dalam jangka waktu yang panjang,
sehingga partisipasi perempuan dalam angkatan kerja di Jepang menjadi
rendah.

Namun budaya ini pada akhirnya tidak lagi relevan karena Jepang
mengalami krisis ekonomi yang pada akhirnya mengarah pada kebijakan
kesetaraan gender. Jepang mengalami krisis ekonomi pada tahun 1990 yang
menyebabkan resesi ekonomi berkepanjangan yang berujung pada terjadinya

gelembung ekonomi sampai tahun 1996. Namun krisis ekonomi ini kembali






pada tahun 1998 (Nanto, 2009). Tidak berhenti sampai disitu, Jepang
merupakan salah satu negara yang terdampak dari krisis keuangan global
pada tahun 2008-2009 (M. Kawai, 2009, hal. 1) .Berbagai krisis ekonomi
yang dihadapi Jepang ini diperparah dengan menurunya demografi Jepang,
yang memiliki arti generasi produktif lebih sedikit dibandingkan dengan
generasi tua. Penurunan demografi ini mempengaruhi kualitas dan kuantitas
tenaga kerja di Jepang. (Abe, 2010)

Meskipun Jepang sekarang adalah salah satu negara terkaya di dunia
(gambar 1), Jepang mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat. Selain
daripada fakta Jepang lebih dari 20 tahun mengalami pertumbuhan yang
lambat (gambar 2), masalah lain yang dihadapi oleh Jepang adalah kurangnya
tenaga kerja, yang berarti perusahaan-perusahaan Jepang akan mengalami
penurunan pada produksi dan penjualan dan kontribusinya kepada ekonomi

Jepang akan menurun.

Gambar 1.1 PDB per kapita Jepang, 2016 (dalam US$)

JAPAN'S GDP PER CAPITA, 2016 (IN USS$)
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Gambar 1.2 Pertumbuhan ekonomi Jepang

JAPAN'S ECONOMIC GROWTH (GDP IN US$)
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Menurut laporan Women-omics. Buy the Female Economy vyang ditulis
oleh Matsui dkk bahwa kekuatan ekonomi perempuan terletak pada
demografi, peningkatan partisipasi pekerja perempuan, budaya terkait
pernikahan, dan jumlah aset. Hal ini karena jumlah pekerja laki-laki di jepang
telah mencapai angka maksimum sehingga untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi dalam jangka panjang peran dan partisipasi perempuan sangat
diandalkan. Salah satu solusi Jepang untuk memperbaiki situasi ekonominya
adalah dengan melibatkan dan memberikan kesempatan lebih besar kepada
perempuan. Selain untuk mengurangi ketidak setaraan gender yang sangat
melekat di masyarakat, tapi juga karena peran perempuan sangat

mempengaruhi Kinerja perusahaan (Matsui, Suzuki, & Ushio, 1999, hal. 1)

Selain pada bidang ekonomi, ketidaksetaraan gender juga terjadi pada
bidang politik dan diplomatik, serta di bidang tenaga kerja untuk posisi

jabatan yang lebih tinggi. Di bidang diplomasi, proporsi duta besar



perempuan hanya 3%, sedangkan proporsi perempuan di Dewan Perwakilan
rakyat adalah 10,1% (Kementerian Luar Negeri Jepang, 2018). Pada posisi di

Diet ([El%&,baca: kokkai) atau House of Representative perempuan hanya

memiliki 9.5 persen yang menduduki posisi tersebut sehingga hal ini menjadi
pertanyaan masyarakat Jepang akan posisi perempuan (Griffiths, 2017).
Angka ini menunjukkan bahwa perempuan sebagian besar dikeluarkan dari
proses pengambilan keputusan. Jika ini benar, maka opini perempuan tidak
tercermin dalam masyarakat, yang berpotensi mengarah pada pelanggaran
HAM.

Isu ini kemudian menjadi menarik untuk politisi Jepang yakni Shinzo Abe
yang telah menjadi Perdana Menteri Jepang sejak 2012. Abe mengatakan
bahwa bagian penting dari kebijakannya tentang reformasi ekonomi, yang
dijuluki ‘Abenomics’, melibatkan lebih banyak perempuan dalam tenaga
kerjanya, dan istilah ‘womenomics’ pun digunakan untuk menggambarkan
aspek politiknya.

Womenomics adalah sebuah rencana progressif yang diperkenalkan
pertama Kkali oleh Kathy Matsui, seorang ahli strategi untuk bank investasi
global, Goldman Sachs, yang lahir di California (Macnaughtan, 2015).
Kebijakan ini diharapkan memungkinkan perempuan untuk lebih
berpartisipasi secara setara dalam angkatan kerja, mengizinkan perempuan
untuk terlibat dalam kegiatan kepemimpinan, yang memungkinkan mereka
untuk bekerja demi menghidupi keluarga. (Consulate General of Japan in

New York, 2015). Dan pada akhirnya dapat berkontribusi dalam peningkatan



ekonomi, terutama dalam GDP menurut Abe. Kebijakan ini didasarkan pada
gagasan bahwa Jepang dapat meningkatkan ekonominya dengan melibatkan
lebih banyak perempuan ke dalam angkatan kerja, dan mereka dihargai
dengan pekerjaan dan gaji yang sesuai dengan keterampilan, bakat, dan
ambisi mereka. Partisipasi aktif dari perempuan diharapkan dapat
meningkatkan populasi tenaga kerja, sumber daya manusia yang bertalenta,
serta produk atau pelayanan baru, yang kemudian akan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi (Gender Equality Bureau Cabinet Office, 2019).

Kebijakan ini menekankan pada pembangunan target baru dalam
keterlibatan perempuan dan peningkatan angkatan kerja perempuan. Abe juga
menyatakan bahwa perempuan adalah sumber tenaga kerja yang kurang
dimanfaatkan sehingga ia menjanjikan untuk meningkatkan kepemimpinan
perempuan menjadi 30% dari 10% pada tahun 2020 (Emma Chanlett-Avery,
2014).

Womenomics tidak dapat terlepas dari ratifikasi Jepang pada tahun
1985 terhadap Konvensi Penghapusan Seluruh Bentuk Diskriminasi Terhadap
Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
Against Women) vyang disingkat menjadi CEDAW. CEDAW sering
digambarkan sebagai undang-undang hak asasi perempuan internasional.
CEDAW terdiri dari pembukaan dan 30 pasal, menjelaskan apa yang
dimaksud dengan diskriminasi terhadap perempuan dan menyusun agenda
aksi  nasional untuk mengakhiri diskriminasi tersebut. CEDAW

mendefinisikan diskrimininasi terhadap perempuan sebagai “... setiap



pembedaan, pengecualian atau pembatasan yang dibuat berdasarkan jenis
kelamin yang memiliki efek atau tujuan merusak atau meniadakan
pengakuan, kesenangan atau latihan oleh perempuan terlepas dari status
perkawinan mereka, pada dasar kesetaraan pria dan wanita, hak asasi manusia
dan kebebasan fundamental dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya,
sipil, atau bidang lainnya. (UN Women, 2009)

Walaupun Jepang telah meratifikasi CEDAW sejak tahun 1985, pada
praktiknya diskriminasi pada perempuan tetap terjadi. Dapat dilihat dari
penjelasan-penjelasan di atas dimana perempuan tetap mendapat perlakuan
diskriminasi baik dalam bidang ekonomi maupun di bidang politik. Melihat
implementasi CEDAW belum sesuai dengan kenyataan di lapangan,
membuat saya tertarik untuk menilik lebih jauh implementasinya pada
pemerintahan Shinzo Abe, karena program womenomics memiliki peluang
yang sangat besar untuk meningkatkan upaya memberantas diskriminasi pada
perempuan, sesuai dengan komitmen Jepang terhadap CEDAW yakni

berupaya untuk mengatasi diskriminasi di Jepang.

1.2 Rumusan Masalah
Penulis mengidentifikasikan ketertarikan yang akan di bahas pada bab-bab
selanjutnya, dengan cara membuat Rumusan Masalah yang akan dibahas
makan Rumusan Masalahnya yaitu:
“Bagaimana Implementasi CEDAW dalam pemerintahan Shinzo Abe di

Jepang”



1.3 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian kali ini adalah untuk mengidentifikasikan
bagaimana penerapan konvensi CEDAW pada pemerintahan Shinzo Abe

dalam kebijakan Womenomics-nya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini adalah sebagai sarana pengembangan ilmu dan
tambahan pengetahuan mengenai konsep implementasi rezim
internasional yang telah diratifikasi dan dapat menjadi faktor dari
terbentuknya suatu kebijakan dari negara.
1.4.2 Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini adalah untuk memberikan informasi
mengenai implementasi CEDAW apa saja yang telah dilakukan oleh

Jepang pada masa pemerintahan Shinzo Abe.

1.5 Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka ini dibuat guna untuk mempermudah mencari informasi
yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.
Tinjauan pustaka ini akan memberikan informasi guna untuk memperdalam
pemahaman mengenai isu dan permasalahan yang akan diteliti, dan dapat

menjadikan sarana bagi penulis untuk menemukan landasan teoritis dan



konseptual yang relevan dalam memecahkan masalah penelitian. Pada

penelitian ini penulis menggunakan tiga penelitian terdahulu sebagai referensi

dan tolak ukur dalam menyusun penelitian ini.

Tabel 1.1 Tinjauan Pustaka

No | Penelitian Terdahulu Keterangan
1. | Nama Penulis Fitrah Awaliyah Rumadaul
Judul Peran United Nations Women dalam
Menanggulangi Diskriminasi Terhadap
Perempuan di Afghanistan
Nama Jurnal Global Political Studies Journal VO.1
No.1
Tahun 2017
Hasil Penelitian Usaha UN Women dalam

menanggulangi  diskriminasi  pada
perempuan di  Afghanistan agar
bertambahnya pengetahuan mengenai
hak mereka untuk memperoleh status
dalam bidang sosial, politik dan
ekonomi dimana wusaha ini dapat

dikatakan berhasil karena melalui




bidang sosial yang berpengalaman
untuk bersekolah sangat membantu
dalam berlangsungnya proses belajar-
mengajar di Afghanistan. UN Womem
memberikan fasilitas kesehatan
tambahan yang mengurangi angka
kematian ibu. Perempuan di
Afghanistan juga telah diberikan
kesempatan agar dapat mengeluarkan

pendapat dan membela haknya.

Perbandingan

Jurnal ini membahas  tentang
ketidaksetaraan gender di Jepang,
tentang  status  perempuan  dan
diskriminasi yang terjadi di tempat
kerja, sedangkan penulisan saya
menekankan implementasi dari
CEDAW dalam mengatasi
ketidaksetaraan status pada regulasi di

pemerintahan Perdana Menteri Shinzo

Abe.
Nama Penulis Aki lida
Judul Gender Inequality in Japan: The Status

10




of Women, and Their Promotion in the

Workplace

Nama Jurnal Corvinus Journal of International
Affairs

Tahun 2018

Hasil Penelitian

Walaupun pemerintah mengadvokasi
perlunya “kesuksesan perempuan aktif”
dan opini publik  nampaknya
mendukung hal ini, tetapi norma yang
tersebar luar masih bahwa perempuan
harus memainkan peran utamanya di
rumah dan perempuan yang bekerja
hanya tersedia di posisi berstatus
rendah. Intinya, yang dibutuhkan
adalah peningkatan kesadaran tentang
peran laki-laki. Jika laki-laki secara
aktif terlibat dalam pengasuhan anak
dan pekerjaan rumah tangga, dll, maka
laki-laki akan melihat perempuan
sebagai mitra yang setara. Karena itu
penyelesaian ketimpangan gender akan

menjadi tantangan bagi Jepang namun
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karena Jepang telah mengadopsi dan
meratifikasi CEDAW maka ini

merupakan tugas yang mendesak.

Perbandingan

Jurnal ini membahas mengenai peran
UN Women dalam menanggulangi
diskriminasi pada perempuan di
Afghanistan. Sedangkan penulisan saya
fokus mengenai peran pemerintahan
Shinzo Abe dalam menanggulangi
diskriminasi pada perempuan di Jepang
berdasarkan implementasi konvensi

CEDAW.

Nama Penulis

Putri Vannisa Wulandari

Judul

Peran United Nations Entity on Gender
Equality and the Empowerement of
Women (UN Women) dalam Kebijakan
Luar Negeri Berbasis Gender di

Kanada (2015-2019)

Nama Jurnal

Perpustakaan Universitas Pertamina

Tahun

2020

Hasil Penelitian

UN Women memiliki peran yang

12




cukup luas dalam kebijakan luar negeri
berbasis gender Kanada pada masa
pemerintahan Perdana Menteri Justin
Trudeau. Teori Feminisme menjadi
dasar dari kebijakan luar negeri Justin
Trudeau memberikan perubahan bagi
domestik maupun hubungan Kanada
dengan dunia internasional. UN
Women sebagai Ol efektif berperan
sebagai instrumen, arena sekaligus
aktor dalam kebijakan luar negeri
berbasis gender di Kanada yang
membuktikan teori Liberal
Institusionalisme  dalam  Hubungan

Internasional.

Perbandingan

Penulisan ini membahas mengenai
peran UN Women dalam kebijakan luar
negeri berbasis gender di Kanada pada
tahun 2015-2019. Sedangkan penulisan
yang akan saya buat membahas
mengenai implementasi CEDAW di

Jepang dalam menanggulangi
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ketidaksetaraan pada perempuan.

1.6 Landasan Konseptual

16.1

Rezim Internasional

Rezim Internasional menurut Stephen D. Krasner adalah
prinsip-prinsip, peraturan, prosedur serta norma-norma dalam
pembuatan keputusan secara implisit maupun eksplisit dimana
ekspetasi para aktor berkumpul di area yang berada dalam
hubungan internasional. (Krasner, 1982) Pembentukan dari rezim
internasional adalah sebagai suatu upaya dalam menciptakan
kerangka kerjasama internasional dan sebagai wadah yang
memfasilitasi proses dalam pembuatan kebijakan yang dapat
dilakukan secara bersama. (Sudlar, 2014) Rezim internasional juga
dapat dipahami sebagai suatu bentuk institusionalisasi perilaku
yang berdasar pada norma atau aturan-aturan dalam mengelola
masalah dan konflik dalam berbagai bidang di hubungan
internasional yang dapat saling bergantungan. (Ruggie, 1998)

Dalam meningkatkan kerjasama antar negara pada berbagai
aspek dan isu internasional, hadirnya rezim internasional sangat
menyumbangkan kontribusi penting. Kerjasama ini  dapat
terlaksana dengan baik apabila negara-negara tersebut mematuhi
dan menjalankan aturan-aturan yang terdapat di dalam rezim

internasional. Oleh karenanya, untuk mengukur sejauh mana suatu
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negara dapat mengimplementasikan ketentuan yang telah
ditetapkan rezim internasional dapat menggunakan konsep
kepatuhan.

Oran R. Young mendefinisikan kepatuhan sebagai berikut:
(Young, 1979)

“Compliance can be said to occur when the actual behavior
of a given subject conforms to prescribed behaviour, and
non-compliance or violation occurs when actual behavior
departs significantly from prescribed behavior”

Berdasarkan definisi di atas, kepatuhan dan implementasi
dapat dibedakan, dimana implementasi dapat diartikan lebih
mengacu kepada penerapan dari perjanjian atau kebijakan di aturan
domestik negara anggota. (Simmons, 1998) Sedangkan kepatuhan
suatu negara anggota terhadap rezim internasional dapat dilihat
setelah adanya implementasi yang dilaksanakan oleh negara
tersebut. Kepatuhan sendiri berbeda dengan efektifitas yang lebih
melihat bagaimana rezim tersebut secara utuh efektif dan sesuai
dengan isu yang diangkat, kemudian aktor-aktor yang terlibat
mematuhi  keputusan tersebut. (Simmons, 1998). Proses
implementasi baru dapat dimulai apabila tujuan dan sasaran telah
ditetapkan, program kegiatan telah disusun serta dana yang
dibutuhkan telah siap untuk didistribusikan guna mencapai sasaran

(Paudel, 2009) Konsep kepatuhan (compliance) berfungsi untuk
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melihat dan menganalisa bagaimana implementasi dan kepatuhan
anggota-anggota rezim terhadap kebijakan yang telah disepakati di
negaranya. Dari kesepakatan tersebut akan terlihat apakah negara
anggota patuh (comply) atau tidak mematuhi (non-comply)
terhadap kesepakatan yang telah dibuat.
1.6.2 Implementasi Rezim Internasional

Implementasi dari rezim internasional dapat diartikan
sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah demi mencapai
tujuan yang diinginkan dan telah ditetapkan di dalam suatu
kebijakan berdasarkan rezim yang telah disepakatinya. Rezim
internasional dibuat dengan tujuan sebagai sistem pemerintahan
yang mengatur isu-isu spesifik hubungan internasional. (Kooiman,
2003, hal. 106-108). Rezim internasional telah meningkat selama
bertahun-tahun dan implementasi domestiknya sudah diakui sangat
penting dalam fungsinya. Dengan implementasi yang secara umum
dipahami sebagai pelaksanaan keputusan demi mencapai tujuan
yang telah diberikan (Hill & Hupe, 2002), implementasi domestik
dari rezim internasional adalah suatu proses penerjemahan dari
komitmen internasional ke dalam tindakan di tingkat nasional dan
dapat mengarahkan aktor ke arah perilaku tertentu (Andresen,
Skjaerseth, & Wettestad, 1995).

Kebijakan yang diimplementasikan tentu tidak bertentangan

dengan masyarakat, nilai sosial dan budaya serta kepercayaan pada
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tempat dimana kebijakan tersebut akan dirumuskan dan
diimplementasikan. Dan sebagai sebuah alat administrasi hukum,
implementasi ini tentu melibatkan banyak aktor atau stakeholders,
organisasi, prosedur dan aspek teknis yang akan bekerja bersama-
sama dalam menjalankan kebijakan agar tujuan tersebut dapat
dicapai. (Lester dan Stewart dalam Winarno, 2002:101-102)

Dalam implementasi kebijakan tentu ada banyak model
yang dapat diimplementasikan, salah satunya adalah model
implementasi domestik perjanjian internasional yang dijelaskan
oleh Andresen et al (1995: 27), yang membaginya menjadi lima
fase, yaitu:

1. ratiifkasi, yaitu penerimaan program internasional

melalui prosedur parlementer

2. transformasi komitmen internasional menjadi legislasi
nasional atau keputusan administratif

3. pelaksanaan program nasional melalui sistem
adminsitrasi

4. hubungan antara regulator dan kelompok sasaran dan
tanggapan kelompok sasaran terhadap regulasi

5. konsekuensi dari tanggapan kelompok sasaran dalam

masalah fisik yang dihadapi

Implementasi kebijakan ini dilakukan oleh negara-negara

anggota yang telah menyepakati kebijakan tersebut. Kebijakan ini
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disediakan oleh banyak pihak, salah satu contohnya adalah PBB
yang menggunakan perjanjian-perjanjian internasional untuk
menjamin hak asasi manusia di bidang-bidang yang spesifik. Salah
satunya adalah konvensi yang berkenaan dengan kaum perempuan,
yakni  Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi terhadap Perempuan atau The Convention on the
Eliminatin of All Forms of Discrimination against Women
(CEDAW). CEDAW pertama kali ditandatangani pada tahun 1979
dan mulai berlaku sejak tahun 1981. Konvensi ini merupakan
tanggung jawab dari Komisi Mengenai Status Wanita yang
dibentuk pada tahun 1946 sebagai komisi fungsional dari Dewan

Ekonomi dan Sosial PBB.

Konvensi internasional yang merupakan kesepakatan
tertulis antar entitas internasional adalah salah satu bentuk
perjanjian internasional. Prof Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH.
LL.M. memberikan pengertian dari perjanjian internasional, yaitu
“perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-
bangsa dan bertujuan untuk menimbulkan hukum tertentu”.
Sedangkan menurut G. Schwarzenberger, perjanjian internasional
adalah “suatu persetujuan antara subjek hukum internasional
yang menimbulkan kewajiban yang bersifat mengikat pada

hukum internasional. Perjanjian ini dapat bersifat multilateral
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atau bialteral. Subjek-subjek hukum dalam hal ini selain

negara-negara juga lembaga internasional”.

Meskipun telah banyak upaya yang telah dilakukan dalam
tingkat internasional untuk memperjuakan kesetaraan gender,
namun ketidaksetaraan gender tetap banyak terjadi. Hal ini
disebabkan karena kentalnya budaya di masyarakat yang
menekankan perbedaan berdasarkan gender. Seperti yang
disebutkan pada Konvensi CEDAW pada pasal 1 yang
menyebutkan bahwa yang disebut dengan diskriminasi terhadap
perempuan adalah “.. setiap perbedaan, pengucilan atau
pembatsan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai
pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan
pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia
dan kekebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial,

budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan.”

Jepang adalah salah satu negara yang sistem tradisionalnya
sangat menganut sistem patriarki yang kuat sehingga perempuan
mengalami  keterbatasan  dalam  berbagai hal.  Karena
ketidaksetaraan gender yang terjadi pada pekerja perempuan,
Jepang mengalami  banyak tekanan-tekanan dari  dunia
internasional, mengingat bahwa Jepang adalah negara maju namun
belum bisa menangani ketidaksetaraan gender antara hak

perempuan dan laki-laki. Sehingga pada akhirnya Jepang
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menandatangani CEDAW pada tahun 1990 (Marfording, 1996, hal.

337).

Patriarki adalah suatu sistem sosial dimana kaum laki-laki
sebagai suatu kelompok mengendalikan kekuasaan atas kaum
perempuan. Sistem patriarki terinternalkan ke dalam jiwa setiap
individu melalui sebuah institusi terkecil, yaitu keluarga. Seperti
halnya banyak negara-negara Asia lainnya, Jepang masih sangat
menjunjung tinggi nilai-nilai keluarga. Karena itu keluarga
memiliki peranan yang sangat penting dalam menginternalisasikan
identitas masing-masing individu yang lahir.  Nilai-nilai
terdoktrinasi oleh suatu komunitas yang masih hidup dalam
bayang-bayang patriarki sehingga akibatnya ada sebuah kaum
inferior yang tersisihkan dan terintimidasi dari segala potensial
yang dimilikinya. Perempuan selalu dianggap sebagai pihak yang
pasif, yang berarti sebagai penerima dan pelaku. Bahkan dari sisi

agama posisi perempuan tetap berada di bawah laki-laki.

Di Jepang, patriarki sangat dipengaruhi kuat oleh agama
Shinto, Buddha dan Konfusianisme. Menurut Allen dalam tulisan
Villa, bahkan ajaran Konfusianisme memiliki kode etik yang
menegaskan bahwa wanita harus mematuhi ayah mereka ketika
muda, suami ketika menikah, dan putra mereka ketika tua. Hal ini
akan menjadi jalan panjang bagi setiap perempuan untuk meraih

hak asasi manusianya karena pandangan masyarakat yang sudah
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sangat melekat dalam kultur patriarki dan agama yang dianut oleh

masyarakat Jepang.

Berdasarkan teori-teori yang ada pada kerangka pemikiran
dan fakta yang telah dipaparkan, maka dapat dikatakan bahwa
meskipun telah dilakukan sejumlah upaya untuk menegakkan hak
asasi perempuan sebagai hak asasi manusia di Jepang, tindakan
diskriminasi masih saja dialami oleh perempuan dikarenakan

sistem patriarki yang melekat sangat erat dengan masyarakat.

Dari kerangka pemikiran diatas, maka penulis mengajukan
asumsi bahwa untuk memperbaiki status perempuan dan penegakan
hak asasi perempuan yang signifikan maka pola pemikiran
masyarakat harus berubah. Selain itu, undang-undang yang kuat
mengenai hak-hak perempuan harus dijunjung tinggi karena
kekuatan hukum dapat berlaku tegas pada pihak-pihak yang

melanggarnya.

1.7 Alur Pemikiran
Pada kerangka pikir ini, penulis akan menjelaskan permasalahan yang
akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu “Implementasi Convention on the
Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)
pada Pemerintahan Shinzo Abe”. Berikut kerangka berpikir penelitian

yang akan digunakan oleh penulis:
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CEDAW

\4

IMPLEMENTASI CEDAW
PADA PEMERINTAHAN

!

SHINZO ABE
v
A4
RATIFIKASI TRANSFORMASI HUBUNGAN KONSEKUENSI PELAKSANAAN
ANTARA PROGRAM
REGULATOR DAN NASIONAL
KELOMPOK
SASARAN

Gambar 1.3 Alur Pemikiran

Sumber: Diolah sendiri berdasarkan keperluan penelitian

1.8 Argumen Utama

Berdasarkan uraian yang telah penulis jabarkan diatas maka argumen

utama yang penulis coba untuk sampaikan adalah implementasi CEDAW di

Jepang pada masa pemerintahan Shinzo Abe mengemuka melalui program-

program yang melindungi perempuan. Salah satunya kebijakan untuk

perempuan minoritas di Jepang, yakni perempuan Suku Ainu yang memiliki

kesenjangan dalam standar hal hidup dan pendidikan dibandingkan dengan

masyarakat umum. Oleh karena itu, dibentuklah Kelompok Kerja untuk

Penelitian tentang Kondisi Kehidupan Suku Ainu di luar Hokkaido (The

Working Group for Research on the Living Conditions of Ainu People outside

Hokkaido) di bawah Dewan untuk Promosi Kebijakan Ainu (Council for Ainu

Policy Promotion) untuk mempertimbangkan kebijakan yang diperlukan dari
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perspektif nasional untuk memastikan bahwa orang Ainu dapat secara
mandiri memutuskan tentang kehidupan mereka dan bertanggung jawab atas

promosi budaya dan tradisi di mana pun mereka tinggal.

1.9 Metode Penelitian
1.9.1 Pembatasan Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian tentang
implementasi Convention on Elimination of All Forms of
Discrimination Against Women (CEDAW) di Jepang pada
pemerintahan Shinzo Abe, bahwa yang dimaksud dengan

implementasi tersebut difokuskan pada bidang ekonomi dan politik.

1.9.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut
Cresswell, penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang
mengeksplorasi suatu permasalahan. Metode penelitian kulitatif
menjadikan peneliti membangun gambaran secara menyeluruh,
menganalisis kalimat, memberikan laporan secara rinci dari informan.

Metode penyajian yang digunakan adalah metode penelitian
kualitatif deskriptif yang menggambarkan dan menganalisa suatu isu
menggunakan konsep yang relevan. Menurut Neuman, penelitian
deskriptif adalkah penelitian yang menggambarkan isu dengan rinci

serta mendokumentasikan mekanisme atau proses kausal (sebab-akibat
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suatu permasalahan) (Lawrence, 2014). Penelitian ini akan
menjelaskan suatu fenomena atau permasalahan yang terjadi secara
umum kemudian menganalisa alasan terjadinya permasalahan tersebut
menggunakan konsep yang relevan.

Berdasarkan defenisi di atas, peneliti akan mendeskripsikan
dan menganalisa isu mengenai “Implementasi Convention on
Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)

di Jepang pada Pemerintahan Shinzo Abe.

1.9.3 Definisi Konsep

Definisi Konsep adalah suatu unsur penelitian yang akan
menjelaskan sesuatu tentang karakteristik suatu masalah yang hendak
akan diteliti. Dan yang diungkapkan dalam suatu kata-kata yang akan
dapat membantu mendapatkan suatu pemahaman.

Untuk dapat memahami dan mempermudah  akan
menafsirkan suatu teori yang digunakan di dalam penelitian ini, maka
akan ditentukan dari beberapa definisi konsep, yang begitu
berhubungan dengan yang akan diteliti. Yaitu, sebagai berikut :

1. Rezim Internasional
Rezim Internasional menurut Stephen D. Krasner
adalah prinsip-prinsip, peraturan, prosedur serta norma-
norma dalam pembuatan keputusan secara implisit maupun
eksplisit dimana ekspetasi para aktor berkumpul di area

yang berada dalam hubungan internasional. (Krasner, 1982)
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Pembentukan dari rezim internasional adalah sebagai suatu
upaya dalam menciptakan kerangka kerjasama internasional
dan sebagai wadah yang memfasilitasi proses dalam
pembuatan kebijakan yang dapat dilakukan secara bersama.
(Sudlar, 2014) Rezim internasional juga dapat dipahami
sebagai suatu bentuk institusionalisasi perilaku yang
berdasar pada norma atau aturan-aturan dalam mengelola
masalah dan konflik dalam berbagai bidang di hubungan
internasional yang dapat saling bergantungan. (Ruggie,
1998)

Dalam meningkatkan kerjasama antar negara pada
berbagai aspek dan isu internasional, hadirnya rezim
internasional sangat menyumbangkan kontribusi penting.
Kerjasama ini dapat terlaksana dengan baik apabila negara-
negara tersebut mematuhi dan menjalankan aturan-aturan
yang terdapat di dalam rezim internasional. Oleh karenanya,
untuk mengukur sejauh mana suatu negara dapat
mengimplementasikan ketentuan yang telah ditetapkan
rezim internasional dapat menggunakan konsep kepatuhan.

Oran R. Young mendefinisikan kepatuhan sebagai
berikut: (Young, 1979)

“Compliance can be said to occur when the actual

behavior of a given subject conforms to prescribed

behaviour, and non-compliance or violation occurs when
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actual behavior departs significantly from prescribed

behavior”

2. Implementasi Rezim Internasional

Implementasi dari rezim internasional  dapat
diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah
demi mencapai tujuan yang diinginkan dan telah ditetapkan
di dalam suatu kebijakan berdasarkan rezim yang telah
disepakatinya. Rezim internasional dibuat dengan tujuan
sebagai sistem pemerintahan yang mengatur isu-isu spesifik
hubungan internasional. (Kooiman, 2003, hal. 106-108).
Rezim internasional telah meningkat selama bertahun-tahun
dan implementasi domestiknya sudah diakui sangat penting
dalam fungsinya. Dengan implementasi yang secara umum
dipahami sebagai pelaksanaan keputusan demi mencapai
tujuan yang telah diberikan (Hill & Hupe, 2002),
implementasi domestik dari rezim internasional adalah
suatu proses penerjemahan dari komitmen internasional ke
dalam tindakan di tingkat nasional dan dapat mengarahkan
aktor ke arah perilaku tertentu (Andresen, Skjaerseth, &

Wettestad, 1995).

Kebijakan yang diimplementasikan tentu tidak
bertentangan dengan masyarakat, nilai sosial dan budaya

serta kepercayaan pada tempat dimana kebijakan tersebut
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akan dirumuskan dan diimplementasikan. Dan sebagai
sebuah alat administrasi hukum, implementasi ini tentu
melibatkan banyak aktor atau stakeholders, organisasi,
prosedur dan aspek teknis yang akan bekerja bersama-sama
dalam menjalankan kebijakan agar tujuan tersebut dapat

dicapai. (Lester dan Stewart dalam Winarno, 2002:101-102)

Dalam implementasi kebijakan tentu ada banyak
model yang dapat diimplementasikan, salah satunya adalah
model implementasi domestik perjanjian internasional yang
dijelaskan oleh Andresen (1995: 27), yang membaginya

menjadi lima fase, yaitu:

1. ratifikasi, yaitu penerimaan program internasional
melalui prosedur parlementer

2. transformasi komitmen internasional menjadi legislasi
nasional atau keputusan administratif

3. pelaksanaan program nasional melalui  sistem
adminsitrasi

4. hubungan antara regulator dan kelompok sasaran dan
tanggapan kelompok sasaran terhadap regulasi

5. konsekuensi dari tanggapan kelompok sasaran dalam

masalah fisik yang dihadapi
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1.9.4 Fokus Penelitian

Setelah memahami dan mengetahui definisi konsep rezim

internasional dan implementasinya, maka penulis menjelaskan

focus penelitian ini untuk menjelaskan implementasi CEDAW di

Jepang pada pemerintahan Shinzo Abe.

Tabel 1.2 Fokus Penelitian

Variabel

Dimensi

Indikator

Keterangan
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Variabel Bebas:

Implementasi
CEDAW di Jepang
pada masa
Pemerintahan
Shinzo Abe

1. Ratifikasi

1. Jepang meratifikasi
CEDAW pada tanggal

1. Implementasi
CEDAW di Jepang

2. Transformasi
komitmen

internasional

25 Juni 1985 dimulai dari
ratifikasi konvensi
CEDAW yang
kemudian
implementasinya
ditinjau secara
berkala oleh
Komite.

2. a) Pembentukan | 2. a) Membentuk

legislasi nasional.

b) Perubahan legislasi

legislasi baru dengan
mengadaptasi
konvensi CEDAW.

b) Merubah legislasi

lama
yang melanggar
ketentuan CEDAW.

3. Pelaksanaan 3. a) Pembentukan dan | 3. a) menciptakan
program pelaksanaan  Rencana | kebijakan yang
nasional Nasional (National | mengatur tentang
melalui sistem | Plan) untuk perempuan. | kesejahteraan
adminsitrasi perempuan

b) Pelaksanaan program b) menciptakan
nasional melalui | lingkungan kerja
pemerintah  nasional | famah perempuan

dan lokal, serta
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4. hubungan
antara
regulator dan

kelompok

sasaran  dan
tanggapan
kelompok
sasaran
terhadap

regulasi

perusanaan.

4. a)
partisipasi

Perluasan
perempuan
pada berbagai
(politik, dsb).

bidang

b) Pembentukan strategi
ekonomi tentang
perempuan

(Womenomics).

4. a) peningkatan
partisipasi perempuan
dalam berbagai
bidang (politik,
ekonomi, dll).

a) mengurangi

hambatan perempuan

dalam tenaga kerja.

5. konsekuensi

a) Efek internal
(internal effects)
b) Efek  Eksternal

(external effects)

a) Program
berdampak pada
kelompok sasaran
program.

b) Program memiliki
efek di luar kelompok
sasaran yang menjadi

fokus.

Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi penelitian

kualitatif agar peneliti tidak terjebak dalam beragam data yang

didapatkan. Penelitian ini akan fokus terhadap implementasi CEDAW

di Jepang pada masa pemerintahan Shinzo Abe dalam bidang ekonomi

dan politik.
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1.9.5 Unit Analisis Data

Unit analisis merupakan sesuatu yang berkaitan dengan fokus atau
komponen yang akan diteliti. Unit analisis ini dilakukan oleh peneliti agar
validitas dan reabilitas penelitian dapat terjaga. Unit analisis dalam
penelitian ini adalah implementasi CEDAW yang dilihat dalam kebijakan

Womenomics di Jepang pada masa pemerintahan Shinzo Abe.

1.9.6 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan data kualitatif. Menurut Miles dan
Huberman, data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang kaya,
dengan data kualitatif peneliti dapat mengikuti, memahami alur peristiwa
serta menjelaskan sebab-akibat dari suatu kasus (Miles, 1994). Jenis data
yang digunakan adalah jenis data sekunder. Peneliti memperoleh data

tersebut melalui jurnal-jurnal ilmiah, buku, maupun website resmi.

1.9.7 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan teknik
pengumpulan data studi dokumen dengan menggunakan data sekunder
dimana penulis menggunakan bahan bacaan seperti buku cetak, e-book,
jurnal, majalah, surat kabar, artikel serta situs resmi di internet yang valid

dan terpercaya. (John W, 2009)

1.9.8 Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang akan penulis gunakan yaitu analisis data

kualitatif. Data kualitatif yaitu suatu analisis yang berdasarkan data yang
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diperoleh, selanjutnya akan penulis kembangkan lagi dalam sebuah
tulisan. Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah suatu
metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yang akan
digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai
lawannya yaitu eksperimen) yang dimana peneliti merupakan sebagai
instrument kunci, dari pengambilan sampel sumber data yang dilakukan
dengan cara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan trianggulasi,
analisa data yang bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian

kualitatif lebih menekan pada makna dari generalisasi.

Terdapat tiga tahap dalam analisis data, yaitu tahap reduksi data,
penyajian data dan tahap kesimpulan (Bungin B, 2007). Pada penelitian
ini teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai
berikut:

a. Reduksi Data

Tahap Reduksi data yang peneliti pada tahap ini memusatkan
perhatian pada data yang telah terkumpul, yaitu hasil data
kuantitatif dan kualitatif dalam satu studi tunggal atau dalam satu
rangkaian studi yang menyelidiki fenomena mendasar yang sama
yang telah diperoleh. Kemudian data yang telah direduksi akan
memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah
peneliti untuk melakukan pengumpulan data yang selanjutnya.

b. Penyajian Data
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Tahap Penyajian Data pada penelitian ini, yang mana peneliti
pada tahap ini melakukan penyajian informasi melalui bentuk
teks naratif terlebih dahulu. Peneliti akan sajikan dalam bentuk
cerita yang sesuai dengan tema-tema masalah penelitian.
Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah intisari dari hasil eksperimen dan pernyataan
mengenai hubungan data-data penelitian dengan hipotesis
termasuk juga alasan-alasan yang menyebabkan data-data
penelitian berbeda dengan hipotesis. Pada penarikan Kesimpulan,
dari data dan temuan yang diperoleh dari informan selama
penelitian dan studi pada bacaan akan yang akan dikumpulkan
oleh peneliti. Kemudian, peneliti akan jelaskan dalam paragraf
deskripsi yang akan berusaha menggambarkan secara jelas akan
kesimpulan ini yang ditarik berdasarkan uraian data-data dari

informan.
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